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PEMERINTAH K.ABUPATEN BANYUMAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMA.S 

NOMOR 21 TA.HUN 2009 

TENTANG 

PERTANGGUtJGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 

Menirnbang 

Mengingat 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa untuk memenuh1 ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-U~dang 

Nomor 32 Tahun 20C4 lentang Pemerlntahan Daerah sebagaimana telah 

d1ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Peraturan Pemennlah Penggant1 Undang-Undang Nornor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undano Nomor 32 Tahun 

2004 len:ang Pemerinlahan O3erah menjadl Undong-Und:lng Kepela 

Daerah mengaJukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Per1anggungIawaban Felaksanaan APBO Kepa:la Dewan PerwakRan 

Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

cleh Sadan Pemenksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran beral<hi': 

b. bahwa pertanggungjawaban pelak~anaan APBD t.!Jmaksud padll I 1urur a 

pertu ditetapkan dengan Peraturan Daeran IenIang Penangg,;ngJawanan 

Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyo'Tlas Tahun Anggaran 2009; 

1 Undang-uncang tJomor 13 1::,hun 1950 tentang Pembertukan Oaerah­

Daerah Kabupate~ dalam ~ingkungan Pr:>pinsi Jawa Tengah , 

2. Undang-unaang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Banguna, (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan 

Lembaran Negara No-nor 3312) seba!)aim,:,na telah diubah dangan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tenlang perubahan otas 

Und:mg-Undang Nomor 12 Tahun 1085 tentang Pajak Bumi dan 

Bang~na'l (Lembaran Negara Republik lnJont:~ia Tc1hu11 1994 Norno, 

62, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3569), 

3. Undang-uncang Nomor 18 Tahun 1997 tenta~g Pajak Daerah dan 

RetrlbJsi Daerah (lerrbaran Negara RepJbl1k lndonesio Tahun 1997 

Nomo· 41 Tombahon Lombaran Nagara Republik Indonesia Nomor 

3685) seba,1almana telah d uball t.ltmgan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Unoan"g-Undang Nomor 18 lahun 

1997 tentang PaJak Daerah tle'l'lbaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Noll'or 4048), 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun ' 997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan l:langunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3688); 

5 Undang-undarg Nomor 28 Tahun 1999 len:ang Penyelenggaraan 

Negara yang Berslh can Bebas darl Korupsi, Kolus1 dan Nepot1sme 

(Lemtaran Negara Republik Indonesia TahJn 1999 Nomcr 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-undarg Nomcr 17 Tehun 20:>3 tenteng Keuangan Negara 

(Lemllaran Negara Rtipub ik lndoqesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor '-286), 

7. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2004 tenlAng Perhendahar.:ian Neoara 

(Leml:aran Negara Repub lk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembara, Negoro Republik Indonesia Nomor 4 355), 

B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 temang Pembentukan Peraturan 

Perun:lang..Jndangan (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53 T::imhahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 438Q); 

9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan 

Pengelolaan d3n Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara 
Rep11hhk Indonesia Nomor 4400): 

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 

2004 Ncmor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421): 

1 l. unaang-un<lang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemenntahan Oaerah 

\Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1,.n 2004 Nomor 125, 
Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Namer 4437) 

sebagalmana telah dlubah beberapa kall dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan Kerl11:=1 at::is Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tenta<1g Pemenntahan Daerah menpdi Und30g­

Undang (Lcmbaron Negara ~epubllk Indonesia Tartun 2008 Nomor 59 

Tambahan Lembaran Nega,a Republi~ Indonesia Nomor 4844), 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Repubhk lrdonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

~Jegoro Rcµublik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaar 

dan Pengawasar, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Tahun ?OC5 Nomor 165, Tambahar 
LeMbarart Negara Repubhk Indonesia Nomor ~5S3}; 
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14. Peraturan Pemerlntah Nomor f\5 liahun 2001 lentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerlnteh Nomo' 66 Ta hun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lernbaran Negara RepJbilk Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Rept,hhk Indonesia Ncmor 4139), 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakllan 

Rakyat Daerah ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 

4416) !lehagalmana telah diubah dengan Peraturan Pamerinlah Nomor 

37 Tahun 2005 tentang Perubahan a tas Peraturen Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Proloko'er dctn Keuangan Pimpinan dan 

Anggcta Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublIk 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambaha'l Lembarar Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 4540); 

17. Paraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuanga, Sadan Laya,an Umur11 (Ler 11bc11an Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lerrbaran Negara RepubllK 

Indonesia Nomor 4502), 

18 Peraturan Pemerintah Nor,or 24 Tahun 2005 tentang Standar Akt.11lansi 

Pemerinbhon (Lemba,an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembararo Negara Republik Indonesia Nonor 

4503), 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 T:,hun 2005 tentang Pinjaman Oaerah 

(Lembaran Negara Repubhk lndoneSJa Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahon Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

20 Peraturan Pemerintati Nomor 55 Tahun 20D5 tentang Dana 

Penmbangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137. Tambanan Lembar:,n Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

21 PeratLran Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 te,tang Slste'Tl lnformasi 

Keuangan Oaerah {Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tatiun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran !Negara Republlk Indonesia Nomor 
4576): 

22. Peraturan Perrenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara RepubHk l1donesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), 

23. Peraluran Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pe1Igelolaa11 

Keuangan Daerah (Lembara11 Negara RepubllK lnoonesIa Tanun 200b 

Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Rep1Jblk ndonesia Nomor 
4578); 

?4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 T ahun 2005 ten tang reooman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanarl Minimal (Lembaran 

Negara Republik h11.lunes1a Tarun 2005 Nomor 150 r ambahan 

Lembaran Negara Republlk Indonesia Ncmor 4585); 
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Menetapl<an 

25. Peraturan Pamarintah Nonsor B Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja lnslansi Pemerintah (Lembaran Nega-a Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemoaran Negara Republll< 
Indonesia Nomor 4614); 

2€ Peraluran Oaerah Kabu;,aten Banyumas Nomor 2 Tahur 2008 tentang 

Jl.nggaran Pendapatan dan Belanja D3erah Tohun Anggaran 2008 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nornor 1 Seri A), 

27 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 3 
Sen A), 

26 Peraturan Daerah Kab1Jpaten Banyumas Nomor 5 -arun 2009 tentang 
Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuma, Tahun 2009 Non,or 3 Seri E): 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 
BUPATI BANYUMAS 

MEMUlUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ?008 

:>asal 1 

( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa la po ran keuangan 
memJal 

a. Laporan realisasl anggaran; 

b. Neraca; 

c. Lapo, an aru~ kas, 

d Catalan atas laporan l(euangan 

12) Laporan keuangan sebagaimana ctlma1<sue1 pada ayat ( 1) oilamplri 
dengan laporan ktnerJa dan lkhtlsar laporan keuangan badan usaha mirik 
daerah/perusahaan daerah 
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Pasal 2 

Laporan realisas1 anggaran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 h~rur a 

tahun anggaran 2008 sebagaI beril<ur 

a Pendapal;m Rp 968.913 212.552,00 

b. !:lelanJa .... ................... . Rp. :l73.932 843.282,00 

Surplus/(d3fislt) (Rp 5.019,630.730,00) 

c. Pembiayaan 

Penerimoon ., . , ... , .... Rp. 143.417.376.473,37 

• Pe'lgeluaran ............ . 

Surplus/idefisil) 

Rp 6.183.740.113.00 

Rp.137.233.630.360,37 

Pasal:'l 

Uraian lapora, reallsasl anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagalberikut: 

(1) Sellsth anggaran dengan realls3si pendapatan sejumlah 

(Rp.40.899.356.264,00) dengan rincian sebagai berikut 

a . /\nggaran pendapa'.an setelah perubahan Rp 928.013.056.288,00 

b. Reallsas, 

Selis1h lebih/(~urang) 

Rp. 968.913.212.552.00 

(Rp 40 899.356.264,00) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasl belanja sejumlah 

Rp.90.1 i7 .963.509.00 dengan nnc an sebagal benkut: 

a. Ang~aran belania seteJat, perubahan Rp. 1.064110.806791,00 

Selis1h lebti/(kurang) 

Rp. 973.932.843.282.00 

Rp. 90177 963509,00 

(3) Selisih anggaran dengan realisas1 surplus/(defisit) sejuml3h 

(Rp.131.077 310.TT3,00) dergan rlnclan sebagal berikut 

a. Surp·us/( defisn) setelah perubahan 

b Reallsas1 

Selisih lebih/(~urang) 

(Rp 136 096 950 503,00) 

!Rp. 5.019.630 730.00) 

(Rp. 131 on 319 773.□0l 

(4) Se1islh ang~aran dengan reallsasl penerlmaan pe'llblayaan seJLmlah 

(Rp.266.685.857,37) dengan rincian seb3gai beril<ut: 

a. Anggaran oenenma;in pPmh,ayaan 

setelah pe0ubahan 

b. Reallsas, 

Selislh lebih/( <ureng) 

Rp 1-'13.150.690.616,00 

Rp 143.417.376.473.37 

(Rp 266 685.857 37) 
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(5) Se6sih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemb1ayaan seiumlah 
Rp.870.000.000.00 dengan rincian sebaga1 benkul: 

a. Anggaran pengeluaran 
pembiayaan ~etelah perubahan 

o. Reallsas1 

Selisih lebih/(kurang) 

Rp. 7.053.740.113,00 

Rp. 6 .1 83. 7 £0. 113.00 

Rp. 870.000 OOC,00 

(6) Selislh anggoron dorigan roalisesl pembiayaan netto sejumlah 
(Rp.1.136.685.857 ,37) denyau rincian sebagai berikut: 

a Anggaran pemb1ayaan neto 
selelah oerubahan 

o. Realisas1 

Selisih lebih/{kurang) 

Pasal '11 

Rp. 136.096.950.503,00 

Rp. 137.233.636.360.37 

(Rp. 1.136.685.857.37) 

Neraca sebagaimana d1maksud pad a Pas al 1 huruf b per 31 Desember 2008 
sebagai benl<~l 

a. Ju111l1:11t as~l Rp 2.692.170.662.418,62 

b. Jumlah kewa;ban Rp 14.375.564.05€,00 

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.6TT.795.098.362,lu 

Pasal5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c unti..l< tahun 
yang oeral<hlr sampai dengan 31 Desember 2008 sebogol berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januarl tahun 20 OB Rp. 128.954.350.' 17.3i 

b. Arus kas darl akdvllas operasi np. 149.221.490.0:ie.oo 

C. Arus kas darl ak'.lvilas investasi aset non 
keuangan (Rp 154 241 .120.738.00) 

d. Arus kas dart a1<1tv11as pemlllayaa'l Rp. tl.904.946.206,00 

e. Arus kas dari aktiv,las non anggaran Rp 7 :1,3 r;ss 31 n.oo 
Saldo kas al<hir per 31 Desember tahun 2008 Rp. 1'-1.686.425.833.37 

Pasal6 

Catalan atas laporan keJangan sebagaimana dimaksud Paso! 1 huruf d 

tahun anggaran 2008 memuat 1nformasi baik secara kuanlitalif maupun 

kualitatif alas pos-pos lapor an keuangan. 
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Pasal 7 

Pertanggungjawaban peloksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 1 tercantum dalam Lamplran Peraluran Daerah inl. terdiri dart: 

a. Lampiran I : Laporan realisas1 anggaran; 

Lamplran 1.1 . Ringkasan laporan reallsasl anggaran menurut urusan 

pemenntahan daerar dan organisasi; 

l ampiran I 2 R1nc1an laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerntohon dacrah, organisasi, pendapatan. bclanja 
dan pembiayaan, 

Lampiran 1.3 

Lamp1ran 1.4 

Lampiran 1.5 

lampiran 16 

Lampiran 1.7 

Lampiran 18 

Lampiran 19 

Lampiran I 10 

Lamplran l 11 

tl. Lampiran 11 

c. Lompiran I I 

d. Lamp1ran IV 

Rekap1tulasi anggaran belanja daerah menuru1 urusan 

pemerintahan daerah. oroan sas,, program dan 
keg,atan; 

Rekapitulasl realisasi anggaran bela~a daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan pemenntahan 

oaera~ dan fungsl <ialam kerangka pengelolaan 
keuangan negara; 

Daftar p1utang daerah; 

Oaftar penyertaan modal (investasl daerah); 

Oaftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah; 

Oaftar reellsasi penambahan dan penguranga11 as~l 
lelap lainnya; 

Oaftar kegialan-kegiatan yang behrn diselesalkan 

sampa, akhir tahun dan dianggarkan kembah dalam 

lah1.n anggaran berlkutnya, 

Oaftar dana cadangan daerah dan 

Defter pinjemal" daerah ::Ian obligas, daerah. 

Neraca 

Laporan arus kas 

Catalan atas laporan keuangan 

PasaJ 8 

Lamplran laporan keuangan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1 ayal (2) 
1erdiridarl: 

a. Laporan kiner,a tercan:um dalam Lampiran V peraturah daerah ln1 

b. lkhtisor laporan keuangan badan ~saha rnilik daerah/perusahaan daerah 
tercantum dalam lamp1ran V peraturnn daeran In!. 
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Pasal 9 

Bupati menetapkan peraturan kepalo dacrah tentang penjebaran 

pertanggungjawaban pe,aksanaan APBD sebagai 1 ,rn;ran lt!bil 1 lanJ1,;l dari 

penanggungjawaban pelaKsanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah 1m mula, berlaku i;ada langgal ditetapkan, 

Agar seliap orang 'Tlengetahuinya memenntahkan pengundangan Peraturan 
Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

D1tetapkan d1 Purwokerto 

Pada tanggal ] I AUG 2009 

Diundangkan di Purwokerto 
~f 1 AUG 2009 

Pada tanggal.. .......... ···-··· 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR. ... f-:. SERI. .A .. 


